PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2010
TENTANG
TUNJANGAN OPERASI PENGAMANAN BAGI

PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEGAWAI NEG ERI SIPIL

YANG BERTUGAS DALAM OPERASI PENGAMANAN

PADA PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN WILAYAH PERBATAS AN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

. a. bahwa pulau-pulau kecil terluar Indonesia memiliki nil@itrategis

sebagai titik dasar dari garis pangkal kepulauadornesia dalam
penetapan Wilayah Perairan Indonesia, Zona Ekon&ksklusif

Indonesia, dan Landas Kontinen Indonesia;

bahwa dalam rangka meningkatkan moral prajughtdra Nasional
Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugasndaoperasi
pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan aligerbatasan, perlu
diberikan tunjangan operasi pengamanan bagi prdjentara Nasional
Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugasndaoperasi

pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan alilgerbatasan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimarekslid dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presid&@ang Tunjangan
Operasi Pengamanan bagi Prajurit Tentara Nasiondbnesia dan
Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas Dalam Operasg&®manan pada

Pulau-pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan;

Mengingat ...



Mengingat

Menetapkan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

. 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara dRkplndonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pgpkdlok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesiaif4874 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dlod041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nd@orahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988or 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@@0)3

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang PertahaNegara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 N@ndambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tantdasional
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tak®d Nomor
127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesmadid439);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang \&HayNegara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Norhd7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No®@5)4

6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 terfamgelolaan Pulau-

Pulau Kecil Terluar;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN OPERASI

PENGAMANAN  BAGI PRAJURIT TENTARA  NASIONAL
INDONESIA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS
DALAM OPERASI PENGAMANAN PADA PULAU-PULAU KECIL
TERLUAR DAN WILAYAH PERBATASAN.

Pasal 1 ...
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Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan

1.

Tunjangan Operasi Pengamanan bagi Prajurieif@iNasional Indonesia
dan Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas dalam Opdétaagamanan
pada Pulau-pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perlzatasmng selanjutnya
disebut dengan tunjangan operasi pengamanan adaljamgan khusus
yang diberikan kepada Prajurit Tentara Nasionabhedia dan Pegawai
Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dalarakpahaan operasi
pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan walilaperbatasan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga

Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeril Signg ditugaskan
secara penuh untuk membantu Prajurit Tentara Nalsibmlonesia
sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan daddelksanaan operasi
pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan allgyerbatasan dan

atas permintaan Menteri Pertahanan.

Pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas &urang atau sama
dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer perseqgi) yanagniliki titik-titik
dasar koordinat geografis yang menghubungkan gaaisgkal laut

kepulauan sesuai dengan hukum internasional daonahs

Wilayah perbatasan adalah wilayah Negara kKiasaRepublik Indonesia
(NKRI) yang secara geografis bersinggungan langsteiggan garis
batas antar negara, yang meliputi :

a. Kawasan perbatasan darat dengan MalaysiarTiaste, dan Papua
Nugini.
b. Kawasan perbatasan laut dengan India, ThhilaMalaysia,

Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Timor Lestap®a Nugini, dan
Australia.

5. Gaji...
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5. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang diberikapdda Prajurit Tentara
Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil sedaagan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

6. Menteri adalah Menteri yang menangani urusame®intahan di bidang

pertahanan.

Pasal 2
Kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia dega®ai Negeri Sipil yang
ditugaskan secara penuh dalam operasi pengamadanpp&u-pulau kecil
terluar dan wilayah perbatasan diberikan tunjangperasi pengamanan

setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya tunjangan operasi pengamanan sebagathmalksud dalam Pasal

2 adalah sebagai berikut :

a. Sebesar 150% (seratus lima puluh persen) daripgdjok bagi yang

bertugas dan tinggal di wilayah pulau-pulau kesluar tanpa penduduk.

b. Sebesar 100% (seratus persen) dari gaji pokok eyl bertugas dan

tinggal di wilayah pulau-pulau kecil terluar berdaduk.

c. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari gajiogokagi yang

bertugas dan tinggal di wilayah perbatasan.

d. Sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji pokoki lyagg bertugas
sesaat di wilayah udara dan laut perbatasan dan+puilau kecil terluar.

Pasal 4 ...
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Pasal 4
Tunjangan operasi pengamanan sebagaimana dimakaiasn Pasal 3

diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010.

Pasal 5
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Prajdigintara Nasional Indonesia
dan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secargslarg dalam operasi
pengamanan dan cakupan wilayah dari pulau-pulail teglwar dan wilayah
perbatasan diatur oleh Menteri dengan memperhatikéentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 6
Dalam rangka penugasan Pegawai Negeri Sipil dalpenasi pengamanan
pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasarentdri berkoordinasi

dengan pimpinan instansi terkait.

Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pstalaan Peraturan Presiden
ini, diatur oleh Menteri Pertahanan, Menteri Keusmgdan Panglima
Tentara Nasional Indonesia baik secara bersama-samigpun secara

sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-ngasi

Pasal 8 ...
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Pasal 8
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tandjgetiapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Juli 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



